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ABSTRAK 

Delik penyertaan memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu perkara tindak 

pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pemerintah selaku pembentuk dan 

pelaksana peraturan mengembangkan sistem yaitu Justice Collaborator (pelaku yang 

bekerjasama), untuk membantu pengungkapan tindak pidana yang tergolong tindak pidana 

luar biasa. Sistem Justice Collaborator (pelaku yang bekerjasama) diatur SEMA Nomor 4 

Tahun 2011, dimana hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Justice 

Collaborator. Pada penelitian ini, hendak membahas mengenai penerapan hukum oleh 

majelis hakim atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan 

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau metode penelitian hukum 

kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis. Penulis berpendapat mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi yang berstatus Justice Collaborator di atur dengan ketentuan Pasal 10 A Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 

Tahun 2011, serta Pasal 43B PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Pasal 49 dan Pasal 52 

PerMenKumHAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimana hak 

tindak pidana korupsi yang berstatus Justice Collaborator, diantaranya adalah diperiksa 

secara terpisah, mendapatkan pengurangan hukuman, serta mendapatkan pembebasan 

bersyarat. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, dan Korupsi 
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ABSTRACT 

Delegation of participation has an important role in the development of a criminal case 

committed by more than one person. The government as the formator and executive of the 

regulation develops a system, namely Justice Collaborator (the actors who work together), to 

help disclose criminal acts classified as extraordinary crimes. The Justice Collaborator 

System (the perpetrator who cooperates) is regulated by SEMA Number 4 of 2011, where the 

judge can determine the criminal to be imposed on the Justice Collaborator. In this study, we 

would like to discuss the application of law by the panel of judges to the provisions of Law 

Number 31 Year 2014 in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 161 / 

Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. and Decision of the Jakarta High Court Number 13 / PID / 

TPK / 2016 / PT.DKI. In this study, researchers used normative juridical research methods, 

or library legal research methods. The research specifications used in this research are 

analytical descriptive. The author believes that legal protection against perpetrators of 

corruption crimes with the status of Justice Collaborator is regulated by the provisions of 

Article 10 A of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, 

SEMA Number 4 of 2011, and Article 43B of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and 

Procedures for the Implementation of Correctional Rights for Citizens, as well as Article 49 

and Article 52 PerMenKumHAM Number 21 of 2013 concerning Conditions and procedures 

for the implementation of Assimilation, Conditional Release, Free Approval Leave, and 

Conditional Leave, where the rights of corruption are Justice Collaborators, including are 

examined separately, get a reduction in sentence, and get parole. 

 

Key Word : Law Protections, Justice Collaborator, dan Corruptions 
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